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Abstract (Bahasa Inggris)

A Islamic inheritance science recognizes the existence of the
problem of radd, namely. a problem in the division of inheritance
which results in the existence of remaining assets after the heirs
of dhawil furud have obtained their respective rights and
portions. The next thing that arises is to whom the remaining
assets are given. There is no text that directly explains radd.

Kata Kunci: Thus, giving rise to disputes among the u.lama, as is the case with

. . the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 193. This research
Ahli waris is aimed at increasing understanding of the postulates of the old
Radd u. me.ne.rima radd, u.ntu.k me.understand pe.nye.le.saian radd
Dhawil furud me.nu.ru.t jumhur u.lama and KHI, as well as u.ntuk

me.nge.tahu.i konse.p radd which should be practicable in society
in Indonesia. In order to provide answers to the problems in this
research, the research combines normative law and empirical
law regarding the determination of the heirs of the legal
community in an allitative way which focuses its analysis on the
comparative process between old ju.mhu.r u.d's opinions with
KHI, as well as analyzing the dynamics of fe.nome.na relations
that occur in society. The research results show that the old
people who rejected Radd used the argument of Surah al-Nisa'
verses 13-14. Meanwhile, the u.lama who accepts radd uses the
proposition of surah al-Anfal verse 75. As for the pe.nye.le.saian
radd me.nu.ru.t jumhu.r 'u.dlama’ is handed over to se.mu.a
dhawil fu.ru.d to.cu.ali su.ami iste.ri, while KHI.mbe.rikan
remaining assets to all heirs without exception. The radical
concept that should be applied in Indonesia is to consider the
social relations system in a country. to the family, because it
contains a transfer of responsibility that must be carried out after
the heir dies, without putting aside the opinion of the old in taking
over the authority

Abstrak (Bahasa Indonesia)

A llmu kewarisan Islam mengenal adanya permasalahan radd,
yaitu suatu permasalahan dalam pembagian harta warisan yang
mengakibatkan adanya sisa hartasetelah ahli waris dhawil furud
memperoleh hak dan bagiannya masing-masing. Hal yang
kemudian muncul adalah kepada siapa sisa harta tersebut
diberikan. Tidak ada nass yang secara langsung menjelaskan
tentang radd. Sehingga, menimbulkan perselisihan di kalangan
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ulama, demikian halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 193. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman
dalil radd oleh ulama baik yang menolak radd maupun ulama
yang menerima radd, untuk memahami penyelesaian radd
menurut jumhur ulama dan KHI, serta untuk mengetahui konsep
radd yang semestinya dapat dipraktikkan dalam masyarakat di
Indonesia. Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan
dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan antara hukum
normatif dan hukum empiris terhadap penetapan ahli waris
penerima radd secara kualitatif yang penekanan analisisnya pada
proses penyimpulan komparasi antara pendapat jumhur ulama
dengan KHI, serta menganalisis dinamika hubungan fenomena
yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ulama yang menolak radd menggunakan dalil surah al-
Nisa’ ayat 13-14. Sedangkan ulama yang menerima radd
menggunakan dalilsurah al-Anfal ayat 75. Adapun penyelesaian
radd menurut jumhur ‘ulama’ diserahkan kepada semua
dhawil furud kecuali suami isteri, sedangkan KHI
memberikan sisa harta kepada semua ahli waris tanpa terkecuali.
Konsep radd yang semestinya diterapkan di Indonesia adalah
dengan mempertimbangkan sistem kekerabatan dalam suatu
keluarga, karena di dalamnya terkandung peralihan tanggung
jawab yang harus diemban setelah pewaris meninggal, tanpa
mengesampingkan pendapat ulama dalam pengambilan keputusan
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1. PENDAHULUAN
Hukum Islam secara sempurna mengatur semua perilaku pengikutnya baik dalam hal

hubungan manusia dengan Khaliknya maupun hubungan manusia dengan sesamanya yang
disebut dengan aturan ‘ubudiyyah dan aturan mu’amalah. Di dalam aturan mu’amalah
disinggung di dalamnya tentang beberapa hal, salah satunya adalah al-ahwal al-syakhsiyyah,
yang mengatur tentang pernikahan, warisan, wasiat, hibah dan wakaf. Keseluruhan dari
setiap aturan dalam Islam adalah menuntut adanya kemaslahatan bagi umat Islam. Hal ini
tercermin dalam pembagian warisan, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi
masing-masing pihak dan adanya nilai-nilai tanggung jawab yang harus diemban oleh
mereka. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, setiap muslim dituntut untuk
menjalankan aturan-aturan tersebut sesuai dengan al-Qur’an dan hadis serta kesepakatan
ulama. Tidak terkecuali dalam penyelesaian kasus waris yang dianggap krusial karena
terkadang menimbulkan persengketaan dan selisih paham dalam sebuah keluarga, yang pada
akhirnya tidak sesuai dengan tujuan aturan itu sendiri.

Hukum waris Islam meski secara umum telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis,

namun tidak dapat disangkal masih ada perbedaan pandangan ulama dalam memaknai dan
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memahami ayat-ayat serta hadis-hadis tentang kewarisan tersebut. Perbedaan tersebut juga
mempengaruhi implementasi aturan kewarisan di dalam masyarakat. Ada kalanya mereka
cenderung menerapkan aturan dari salah satu ulamayang dianggap sangat berpengaruh dalam
kehidupan beragama mereka. Demikian halnya dengan pemegang kekuasaan hukum atau
hakim, yang merumuskan setiap peraturan dalam suatu aturan yang dianggap sebagai aturan
yang formal dan legal sehingga menerapkannya dalam setiap putusan pengadilan. Putusan-
putusan yang dihasilkan tidak serta merta tanpa pertimbangan dan tanpa merujuk kepada al-
Qur’an dan hadis serta kesepakatan ulama. Mereka dengan sangat hati-hati dan penuh
pertimbangan dalam memutuskannya, tidak terkecuali dengan salah satu kasus yang
dianggap kontroversial semenjak dari masa sahabat, yaitu permasalahan radd.

Radd terjadi apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris
dhawil furud memperoleh hak dan bagiannya masing-masing.Cara radd ini ditempuh untuk
mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris dhawil furud sesuai dengan bagian
yang diterima masing-masing secara proposional. Caranya adalah mengurangi angka asal
masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila
tidak ditempuh dengan cara radd, persoalan selanjutnya akan timbul yaitu siapa yang akan
menerima sisa harta tersebutsedangkan di dalam kasus ini tidak ada ‘asabah (penerima
sisa harta). Dengan demikian, masalah radd itu sendiri muncul karena adanya harta yang
lebih setelah dibagi dan tidak adanya ‘asabah. Sehingga memunculkan permasalahan baru,
kepada siapa sisa harta itu harus diberikan.

Munculnya permasalahan tersebut dalam teori kewarisan juga memunculkan
permasalahan baru di kalangan para ulama. Mereka memperselisihkan masalah radd karena
dianggap tidak ada nass yang secara langsung menjelaskan permasalahan tersebut. Sehingga
menyebabkan adanya penolakan dan penerimaan terhadap radd. Ulama yang menolak
memiliki dalil tersendiri yang dianggap paling tepat dengan pendapatnya. Demikian halnya
dengan ulama yang menerima permasalahan radd.

Adapun ulama yang menolak radd di antaranya adalah Zayd bin Tsabit, Imam Malik dan
Imam Syafi’i. Mereka berpendapat bahwa sisa harta yang telah dibagi untuk dhawil
furud diberikan kepada baitul mal. Mereka memperkuat dalilnya dengan surat al-Nisa ayat
13-14, bahwa Allah SWT telah menentukan bahagian para dhawil furud secara gat’i dan
besar kecilnyapun secara pasti, tidak perlu ditambah apalagi dikurangi. Menambahi bahagian
mereka berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan syariat. Tidak hanya
berlandaskan al-Qur’an, para ulama tersebut juga memperkuat kembali dengan hadis
Rasulullah Saw. yang dikeluarkan setelah turunnya ayat-ayat mawaris, dengan sabdanya:

Artinya: “Qutaybah bin Sa’id telah mengabarkan kepada kami: Abu ‘4Awwanah telah
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meriwayatkan hadis dari Qutadah dari Syahr bin Hausyab dari ‘4bd Rahman bin
Ghanam dari ‘Amru bin Kharijah, ia berkata : Rasulullah Saw. pernah berkhutbah, maka
beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak —
menerima — dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.” (HR. al-Nasa’i).

Adapun jumhur ‘ulama’ yang menyetujui dan menerima radd, mereka berbedapendapat
mengenai ahli waris mana yang dapat menerima radd atau menghabiskan sisa harta. Jumhur
sahabat berpendapat, sisa warisan itu dibagikan kembali kepada dhawil furud sepertalian
darah yang ada, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pendapat ini diikuti oleh Imam
Abu Hanifah, Imam Ahmad dan ulama-ulama Zaydiyyah.

Di antara ulama yang menerima radd memperlihatkan perbedaan yang menonjol dalam
permasalahan apabila radd ini terjadi dalam kasus yang suami atau isteri termasuk di
dalamnya. Jumhur ‘ulama menetapkan mereka tidak berhak menerima pengembalian. Hal ini
disandarkan kepada surah al-Anfal ayat 75 tentang kekerabatan, dengan maksud
kekerabatan itu adalah adanya hubungan sepertalian darah.

Sedangkan hubungan suami atau isteri itu adalah sababiyyah dengan adanya
perkawinan. Dalil selanjutnya yang dipegang jumhur ulama adalah al-Ahzab ayat 6 yang
menegaskan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa dhawil arham (kerabat-
kerabat mayit) adalah orang yang lebih berhak mendapatkan tirkah daripada yang lain.
Mereka lebih berhak dari baitul mal. Sebab itu untuk seluruh umat muslim, orang yang
mempunyai hubungan darah lebih berhak daripada orang-orang asing berdasarkan al-Qur’an.
Tidak diragukan lagi bahwa orang yang paling dekat hubungandarah dengan si mayit bukanlah
suami atau isteri.

Adapun Ibn Mas’ud mengecualikan pemberian radd kepada suami atau isteri, nenek,
cucu perempuan bersama anak perempuan. Menurut Ibnu Abbas dikembalikannya sisa harta
tersebut kepada semua dhawil furud kecuali suami atau isteri, dan nenek. Hanya Utsman bin
Affan yang tidak memberikan pengecualian kepada ahli waris penerima radd. Utsman tidak
menyinggung mengenai surah al- Anfal ayat 75 tersebut, menurutnya tidak ada perbedaan
antara suami atau isteri dengan ahli waris lainnya.

Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalam salah satu pasalnya
yaitu Pasal 193 menjelaskan bahwa radd itu dibagi dan diserahkan secara berimbang kepada
setiap dhawil furud tanpa pengecualian. Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang
membahas tentang radd ini, dan dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa suami/isteri
pewaris tidak tertolak menerima kelebihan sisa harta warisan disebabkan tidak adanya
penjelasan lebih jauh tentang itu. Dengan demikian operasional metode perhitungan radd

versi KHI ini adalah sama ketika menyelesaikan masalah ‘awl! (sebagaimana ketentuan yang
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terdapat dalam kitab- kitab fara’id). Atau dengan kata lain, tidak perlu memperhatikan
ketentuan cara-cara pemecahan radd dalam hal ashabul furud bersama/tidak dengan salah
seorang suamiatau isteri pewaris. Adapun isi Pasal 193 tersebut adalah sebagai berikut:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dhawil furud
menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak
ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd,
yaitu sesuai dengan hak masing- masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara
berimbang di antara mereka”.

Meskipun sama-sama menyetujui adanya radd, namun mengenai ahli waris yang berhak
menerima sisa harta, terdapat perbedaan atau kesenjangan antara jumhurulama dan KHI.
Sepertinya KHI tidak mempertimbangkan konsep kekerabatan yang terdapat dalam nass.
Sehingga menjadikannya tidak hanya berbeda dengan ahli fara’id Zayd bin Tsabit dan
Imam Syafi’i, tetapi juga berbeda dengan pendapatjumhur ulama.

Di dalam KHI masalah radd boleh diberikan kepada siapa saja sesuai dengan kata-kata,
“sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”, maksudnya sisa harta sesudah diberikan
hak masing-masing ahli waris, diberikan kepada ahli waris dhawil furud yang mendapat
warisan. Padahal apabila dilihat kepada pendapat Imam Syafi’i, sisa harta tidak boleh
diberikan kepada dhawil furud bahkan wajib diberikan kepada baitul mal.

Permasalahan radd ini perlu didalami dan diberikan pemahaman lebih lanjut baik
terhadap akademisi hukum maupun masyarakat. Mengingat praktik dalam masyarakat dalam
pembagian warisan yang terkadang kasus warisan dibagi bersama keluarga tanpa
melimpahkannya ke pihak yang dianggap berwenang di dalamnya. Sisa harta ini menjadi
suatu hal yang dianggap sensitif. Ditakutkan apabila terjadi pengkaburan terhadap siapa saja
yang berhak menerima sisa harta ini akan menimbulkan persengketaan. Pembagian warisan
dalam masyarakat, yang dilihat adalah kekerabatan dengan pewaris. Sedangkan Islam dalam
rujukannya telah mendefinisikan makna kekerabatan itu sendiri. Hal ini yang juga harus
dipahami olehmasyarakat dalam pembagian harta warisan.

Selanjutnya, perbedaan dalam penetapan ahli waris penerima radd, berdampak terhadap
kekaburan dan ketidakjelasan salah satu aturan waris mewarisi dalam Islam. Hal ini dianggap
krusial karena berhubungan dengan kelebihan harta dan pihak manayang akan mendapatkan
pengembaliannya. Perbedaan dalam penafsiran tentang ahli waris penerima radd oleh jumhur

ulama dan KHI ini, tentu penting untuk dikaji.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian berbasis studi Pustaka.
Studi Pustaka mencangkup serangkaian aktivitas pengumpulan data dari berbagai sumber
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Pustaka melalui membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang relevan dengan topik
penelitian untuk di jadikan bahan analisis. Metode kepustakaan didefinisikan sebagai
pendekatan penelitian yang di lakukan dengan mencari dan membaca sumber informasi dari
buku, artikel, serta media cetak lainnya, termasuk literatur yang tersedia secara daring maupun
di perpustakaan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian dijadikan dasar untuk
mendukung penelitian.
3. PEMBAHASAN

Pengertian Radd menurut Fikih

Kata radd berarti i’adah yang bermakna mengembalikan, sebagaimana kalimat radda
‘alayh haggah yang berarti ‘adahu ‘alayh yang artinya dia mengembalikan hak kepadanya.
Kata radd juga berarti sarf yaitu memulangkan kembali. Sebagaimana kalimat radda ‘anhu
kaida ‘aduwwih, bermakna memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya, Dalam literatur lain
disebutkan bahwa radd berarti al-irja’ yang bermakna pengembalian. Radd dalam bahasa Arab
secara umum berarti adalah kembali/kembalikan atau juga bermakna berpaling/palingkan dan
menghalau. Menurut Wahbah al-Zuhayli, radd adalah adanya harta yang tersisa dalam
perhitungan dan apa yang tersisa dikembalikan kepada dhawil furud nasab (selain suami/isteri)
sesuai dengan bagian-bagian perhitungan mereka. Wahbah menyangkal adanya pengembalian
kepada suami/isteri dengan alasan bahwa, mereka tidak memiliki hubungan nasab tetapi hanya
dibatasi dengan hubungan sebab, yaitu hubungan perkawinan.

Harta yang tersisa hanya diberikan kepada dhawil furud nasab sesuai dengan hak mereka
masing-masing ketika tidak dijumpai adanya ‘asabah. Apabila dalam kasus tersebut terdapat
‘asabah, maka kasus ini tidak dinamakan dengan radd, karena harta dapat dihabiskan oleh ahli
waris ‘asabah, sehingga tidak ada harta yang tersisa. Ibnu  Rusyd mendefinisikan radd
adalah berkurangnya jumlah siham (pembilang dhawil furud) dari asl  mas’alah
(penyebut/harta waris) sehingga menyebabkan bertambahnya jatah bagian dan masing-masing
pewaris. Tidak jauh berbeda dengan ulama lainnya, Ibn Rusyd memfokuskan permasalahan
radd ini dalam bentuk pengembalian harta yang tersisa karena berkurangnya jumlahpembilang
pada dhawil furud, sehingga mereka memperoleh bagian mereka masing- masing dan
memperoleh tambahan dari sisa harta tersebut.

Dengan demikian, radd dapat dipahami sebagai salah satu kasus waris yang terjadi apabila
jumlah saham-saham ahli waris lebih kecil dari pada asal masalah yang akan dibagi. Sehingga
menyebabkan adanya sisa lebih dari saham yang tidak habis terbagi tersebut dan dikembalikan
bagian yang tersisa dari bagian dhawil furud nasabiyyah kepada mereka sesuai dengan besar

kecilnya bagian, apabila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya. Saham yang tersisa
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tersebut harus dikembalikan melalui penyelesaian yang tepat berdasarkan nass. Hal ini

dimaksudkan agar tidak terjadinya perselisihan antar dhawil furud
Rukun Radd

Radd terjadi apabila terpenuhinya tiga rukun yang menjadi penyebab terjadinya masalah

waris tersebut, di antaranya:

1. Adanya dhawil furud

2. Adanya sisa bagian peninggalan

3. Tidak adanya ‘asabah.

Rukun pusaka-mempusakai salah satunya adalah adanya ahli waris atau dhawil furud
yang berhak menerima bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan nass. Mereka dapat
menerima harta waris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya
hubungan darah, perkawinan, dan hubungan wala’ (kekerabatan menurut hukum yang timbul
karena membebaskan budak ataupun adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia
antara seseorang dengan yang lainnya). Hal itu juga menjadi salah satu rukun dari radd,
dengan adanya ahli waris dhawil furud maka harta dapat dibagikan sesuai dengan bagian
mereka masing- masing seperti yang terdapat dalam nass ada kemungkinan, masih ada sisa
harta setelah dilakukan pembagian terhadapdhawil furud yang ada. Jika harta tersebut lebih
setelah yang bagian pokoknya dibagikan, maka rukun dari radd terpenuhi, yang
mengakibatkan adanya pengembalian kembali kepada mereka yang berhak menerimanya.
Kelebihan harta ini terjadi karena jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil daripada asal
masalah yang akan dibagi. Inti permasalahannya adalah adanya sisa harta yang kemudian akan
dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ijtihad para sahabat.

Pembagian harta peninggalan tanpa ada ahli waris yang berkedudukan sebagai ‘asabah.
Ini merupakan rukun yang ketiga dalam kasus radd, yaitu tidak adanya ‘asabah. Apabila
terwujudnya ‘asabah dalam pembagian warisan, harta tidak akan bersisa. Secara otomatis
harta tersebut akan dihabiskan oleh ahli waris yang masuk dalam kategori ‘asabah. Misalnya
adanya anak laki-laki, bapak atau kakek. Ketiga rukun tersebut harus ada tanpa terkecuali,
apabila salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak terpenuhi, maka radd tidak akan terjadi.

Dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa, radd terjadi jika orang yang ter- radd tersebut
tidak bersama dengan seorang ‘asib pun atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Di
sini terdapat perbedaan pendapat ahli fikih, mengenai radd atas kaum kerabat, mengenai
urutan antara radd dan warisan kaum kerabat. Oleh karena itu, yang digunakan di sini adalah
kadar yang telah disepakati para ahli fikih, yaitu tidak terdapat ashib dalam permasalahan
radd ini. Jika terdapat ‘asib, sisanya diambil sebagai ‘asabah, setelah dhawil furud

mengambil bagiannya masing-masing. Tidak adanya radd, baik ‘asib itu adalah ‘asabah bi al-
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nafs maupun ‘asabahbi al-ghayr atau ‘asabah ma’a al-ghayr.
Perbedaan Pendapat Fugaha’ tentang Radd

Sebagian dari fugaha berpendapat bahwa tidak ada radd dalam waris mewarisi dan
harta yang tersisa setelah bagian dhawil furud dibagikan, tidak bisa dikembalikan kepada
mereka, tetapi harus diserahkan ke baitul mal (Kas Perbendaharaan Negara). Pendapat ini
dikemukakan oleh Zayd bin Tsabit yang berorientasi dari suatu riwayat dari Ibn ‘Abbas ra.
Para imam-imam fugaha seperti Urwah, az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Ibn Hazm
al-Zahiri pada dasarnya sependirian dengan Zayd bin Tsabit. Mereka yang memungkiri
adanya radd mengemukakan alasan bahwa Allah SWT telah menjelaskan setiap bagian
dhawil furud dalam masalah warisan. Zayd bin Tsabit berkata, “Tidak bisa dikembalikan
(radd) kepada siapa pun di antara ahli waris, sebabnya radd adalah melebihkan dari
ketentuan nass, kadar bagiannya telah ditetapkan Allah untuk anak perempuan itu separoh,
maka pemberian lebih separoh kepadanya bertentangan dengan nass”. Dalil yang dijadikan
pegangan mereka adalah surah al-Nisa’ ayat 13-14 dan didukung oleh hadis riwayat al-Nasa’i
tentang setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak atau memperoleh bagian melebihi dari apa
yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur’an.

Pendapat yang Menyetujui adanya Radd

Mayoritas sahabat dan tabi’in berpendapat bahwa sisa setelah pembagian dhawil furud,
jika tidak ada ‘asabah dialihkan kembali kepada dhawil furud sesuai bagian yang telah
ditetapkan bagi mereka. Ini adalah pendapat yang dianut oleh ulama Irak dari penduduk
Kufah dan Basrah. Mereka semua sepakat bahwa radd diperuntukkan bagi mereka menurut
kadar bagiannya masing-masing, barangsiapa yang mendapatkan jatah bagian warisannya
seperdua, maka ia pun mengambil seperdua dari harta yang tersisa itu, demikianlah
seterusnya bagian per bagian menurut bagian mereka masing-masing berdasarkan nass.
Mereka yang berpendapat demikian adalah ‘Ali bin Abi Talib, ‘Umar bin Khattab,
‘Utsman bin ‘Affan, ‘Abdullah ibn Mas’ud, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal,
dan kalanganmutékhirin dari golongan Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi’iyah serta
Zaydiyah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan dhawil furud yang
berhak menerima sisa harta tersebut.

Jumhur ulama yang berpendapat demikian, memperkuat pendapat mereka dengan dalil
dalam al-Qur’an surah al-Anfal ayat 75. Selain itu pendapat mereka juga didukung oleh
hadis Rasulullah Saw. Yang disampaikan oleh Sa’ad yang membatasi warisannya hanya
untuk anak perempuannya, namun beliau melarangnya berlebihan dalam memberi sedekah,
sehingga anaknya menjadi kaya dengan warisannya. Jelasnya, anak perempuan Sa’ad tidak

mewarisi seluruh harta, kecuali jika ia mengambil bagian tetapnya yang setengah dan sisa
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yang menjadi radd. Sa’ad telah mengira bahwa anak perempuan berhak memiliki seluruh
harta warisan dan Rasulullah Saw. tidak mengingkari hal tersebut. Jika anak perempuan
berhak memperoleh setengah dari harta warisan berdasarkan ketentuan furudh, lalu dia akan
memiliki sisanya dengan cara radd, ini adalah satu-satunya cara agar harta tersebut habis,
tidak bersisa. Dan juga hadis Rasulullah Saw. dari Abdullah lbn Buraidah, Perintah
Rasulullah Muhammad Saw. kepada perempuan yang bertanya untuk memiliki budaknya
yang sudah disedekahkan kepada ibunya dan sudah menjadi harta peninggalan itu adalah
suatu bukti diperbolehkan memberikan radd kepada dhawil furud, dalam hal ini adalah anak
perempuan. Sebab kalau tidak demikian tentu anak perempuan tersebut hanya dapat memiliki
sebesar bagiannya saja, yaitu separoh budak. Ini berarti pula bahwa seluruh budak yang
diterimanya itu ialah dengan jalan bagiannya dan juga radd. Alasan berikutnya yang
dijadikan landasan berpendapat oleh jumhur ulama untuk membagikan sisa harta kepada
dhawil furud daripada baitul mal adalah posisi dhawil furud lebih kuat, karena dua hal yaitu
hubungan kekerabatan dan agama.

Ibnu Rusyd berkata,”Dasar mereka yang mengatakan radd adalah kekerabatan dengan
agama dan juga nasab, lebih utama daripada kekerabatan hanya denganagama. Sebab mereka
yang terikat kekerabatan dengan agama dan nasab memiliki dua sebab, sedangkan sesama
kaum muslimin hanya memiliki satu sebab kekerabatan. Jadi, satu sebab itu mengalahkan
dua sebab kekerabatan karena agama dan nasab.

Ahli Waris Penerima Radd dalam Hukum Islam

Utsman bin Affan berpendapat bahwa jika harta melebihi saham dan tidak ada
‘asabah dari jalur nasab dan juga dari jalur sebab pewarisan, maka harta dibagikan
seluruhnya kepada dhawil furud tanpa terkecuali (radd boleh diberikan kepada siapa saja
tanpa ada pengecualian) sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Menurutnya lagi,
radd juga dapat diberikan kepada suami atau isterisebagaimana diberikan kepada dhawil
furud lainnya. ‘Utsman merujuk pada permasalahan ‘awl, dimana suami atau isteri
menanggung kekurangan ketika ‘awl. Jika terjadi ‘aw!/ pada pewarisan, tentu akan ada
pengurangan bagian dari semua dhawil furud, tanpa terkecuali. Agar imbang, mereka juga
wajib menerima tambahan ketika ada pengembalian untuk harta yang tersisa.

Adapun ahli waris penerima radd menurut ijtihad ‘Utsman bin ‘Affan antara lain

adalah sebagai berikut :

Suami/isteri
Ayah

Kakek, ke atas
Ibu

oo
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Nenek

Anak perempuan

Cucu perempuan pancar laki-laki
Saudari kandung

Saudari seayah

Saudari seibu

Saudara seibu

X SQ o

Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa sisa harta warisan dikembalikan kepada ahliwaris dhawil
furud kecuali tujuh orang, di antaranya suamil/isteri (keduanya secara mutlak), cucu
perempuan garis laki-laki jika ada anak perempuan, saudara perempuan seayah jika bersama
saudara perempuan sekandung, saudara-saudara ibu apabila bersama ibu, nenek jika ada dhawil
furud yang lebih berhak. Dalam hal ini Ibnu Mas’ud (yang diikuti oleh ‘Algamah dan
Imam Ahmad bin Hanbal) memprioritaskan ahli waris yang berhak menerima radd adalah
ahli waris yang terdekat. Sebagai contoh nenek. Nenek dekat dengan si mayit karena ada
perantara perempuan lain yaitu ibu sehingga memperlemah nenek untuk mendapatkan hak
waris, secara otomatis nenek tidak dapat ikut bergabung kepada mereka yang mempunyai
hubungan kekerabatan yang lebih kuat.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa pengembalian terhadap harta warisan yang tersisa itu
diserahkan kepada dhawil furud selain suami/isteri, juga selain nenek jika ia bersama dengan
seorang dhawil furud yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab. Jika tidak ada,
maka ia boleh memiliki pengembalian harta tersebut. Adapun dalil yang digunakan Ibnu Abbas
untuk memperkuat pengecualiannya terhadap nenek adalah sabda Rasulullah Saw. yang
berbunyi

Artinya: “Dari Ibnu Buraidah r.a. yang menerangkan bahwasanya Nabi MuhammadSaw.
menjadikan bagian seperenam untuk nenek, bila tidak didapati ibu bersamanya” (HR. Abu
Daud).

Oleh karena itu, nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah
ditetapkan, kecuali jika tidak ada dhawil furud yang memiliki hubungan kekerabatan karena
nasab. Dengan demikian menurut lbnu ‘Abbas, dhawil furud yang berhak menerima radd
adalah ayah, kakek ke atas, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari
kandung, saudari seayah, saudari seibu dan saudara seibu.

Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa radd bisa digunakan untuk menyelesaikan
pembagian harta warisan yang tersisa dan hak radd diberikan kepada semua dhawil furud
berdasarkan garis keturunan, artinya suami/isteri tidak dapat menerima hak tersebut karena
mereka saling pusaka mempusakai oleh sebab perkawinan dan terputus hubungan mereka

karena salah satunya meninggal dunia. Hubungan kekerabatan karena nasab akan tetap kekal,
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walaupun ahli warisnya telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk
mencegah dhawil furud yang memiliki ikatan nasab dengan ahli waris untuk mewarisi dengan
cara radd, karena mereka lebih berhak mendapatkan warisan daripada yang lain.

Alasan ‘Ali bin Abi Talib ialah bahwa nass yang mengatur hak suami/isteri mengenai
kewarisan telah demikian tegas dan hanya dalam ayat mawaris saja. Tetapiuntuk sanak kerabat,
kecuali ada pengaturan dalam ayat mawaris masih ada terdapat dalam ayat-ayat lainnya. Di
dalam ayat itu terdapat ketentuan yang dapat dipandang sebagai petunjuk adanya hak
kewarisan untuk mereka, di antaranya terdapat dalam Surah al-Anfal ayat 75. Sehingga ‘Ali
bin Abi Talib (yang diikuti jumhur ‘ulama) merumuskan dhawil furud yang berhak menerima
radd di antaranya adalah ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari
kandung, saudari seayah, saudari seibu dan saudara seibu. Ayah dan kakek tidak menerima radd
karena radd itu ada apabila tidak ada ahli waris ‘asabah, sedangkan ayah dan kakek termasuk
ahli waris ‘asabah yang mengambil sisa dengan jalan fa ’sib dan bukan dengan cara radd.

Kitab Undang-Undang Hukum Kewarisan Mesir

Undang-undang Mesir (Pasal 30) juga mengatur mengenai radd untuk suami isteri.

Undang-undang ini mengambil pendapat jumhur dalam menetapkan adanya radd kepada
dhawil furud selain suami/isteri. Aturan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-undang
Hukum Warisan Mesir dalam Pasal 30 dengan redaksi sebagai berikut:
“Apabila furud tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat ‘esabah
nasab, sisanya dikembalikan kepada selain suami/isteri dari golongan ashabul furud,
menurut perbandingan furud mereka. Dan sisa harta peninggalan dikembalikan kepada
salah seorang suami/isteri, bila tidak didapatkan seorang ‘asabah nasab atau salah seorang
ashabul furud nasabiyah atau seorang dhawil arham”.

Adanya radd kepada salah seorang suami/isteri setelah pemberian warisan kepada
dhawil arham disebabkan karena hubungan suami/isteri dalam kehidupan menghendaki salah
seorang dari keduanya, mereka mempunyai hak terhadap harta pasangannya dari pada orang-
orang berhak lainnya. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir
mengambil pendapat mayoritas ulama dalam masalah radd kepada selain suami/isteri.
Namun, mengecualikan satu kasus yang diambil dengan pendapat Utsman bin ‘Affan,
yaitu untuk salah seorang suami/isteri ketika tidak ada dhawil arham.

Fatchur Rahman menyimpulkan bahwa dhawil furud yang berhak menerima radd
menurut Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir, di antaranya adalah ibu, nenek, anak
perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu,
saudara seibu, salah seorang suami/isteri dengan syarat tidak ada ‘asabah atau dhawil arham.

Ini bermakna bahwa, suami/isteri baru dapat mendapatkan sisa harta apabila tidak ada lagi
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ahli waris selain mereka. Dengan demikian, mereka diakhirkan dalam penerimaan sisa harta.
4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep ahli waris penerima radd dalam
Kompilasi Hukum Islam memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam dan memberikan solusi
dalam pembagian harta warisan ketika terdapat kelebihan setelah pembagian sesuai bagian yang
ditentukan (faraidh). Dari sudut pandang sosial, penerapan konsep ini relevan dengan prinsip
keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam
pemahaman dan penerapan hukum radd di tengah masyarakat, terutama terkait dengan
minimnya pengetahuan hukum waris Islam. Relevansi konsep ini terhadap sosial
kemasyarakatan adalah mendorong pemerataan ekonomi di antara ahli waris serta
mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan edukasi
hukum yang lebih luas untuk masyarakat agar prinsip-prinsip hukum waris, termasuk penerapan

radd, dapat dipahami dan dijalankan dengan lebih baik.
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